ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Tanah
Pertanian dengan Pembayaran Uang dan Barang di Desa Klotok Kecamatan
Plumpang Kabupaten Tuban” penelitian ini bertujuan untuk menjawab
pertanyaan: Bagaimana praktik sewa tanah pertanian dengan pembayaran uang
dan barang? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa tanah pertanian
dengan pembayaran uang dan barang?

Skripsi ini merupakan hasil penelitiam lapangan (fie/d research) di desa
Klotok Plumpang Tuban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode observasi, dan wawancara (7nterview). Selanjutnya
data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode
deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang sewa-menyewa tanah
pertanian dengan pembayaran uang dan barang di Desa Klotok Plumpang Tuban
yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa tanah pertanian
dengan pembayaran uang dan barang di Desa Klotok Plumpang Tuban,
menggunakan akad 7jarah. Pemilik tanah menyewakan tanah kepada penyewa
selama 1 tahun dengan kesepakatan pembayaran dilakukan secara cicilan. Namun
Ketika pembayaran pertama penyewa membayarnya dengan gabah basah, sampai
penyewa melebihi batas sewa karena cicilan belum lunas. Ketika penyewa panen
jumlah gabah yang diberikan kepada pemilik tanah tidak sama nilainya dengan
jumlah sisa cicilan.

Dari hasil penelitian bahwa praktik sewa tanah pertanian dengan
pembayaran uang dan barang di Desa Klotok Plumpang Tuban diperbolehkan
dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah 7jarah. Meski
pembayarannya mengalami perubahan, namun tidak bertentangan dengan hukum
Islam karena barang yang digunakan untuk pembayaran telah ditetapkan jenis,
dan jumlahnya. meskipun pada masa berakhirnya sewa pembayaran cicilan masih
kurang, namun pemilik tanah telah merelakan kekurangan pembayaran tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam praktik sewa tanah
pertanian dengan pembayaran uang dan barang di Desa Klotok Plumpang Tuban
hendaknya menggunakan perjanjian secara tertulis adanya hitam di atas putih,
untuk menghindari pertikaian pada akhirnya.
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